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ABSTRACT
Non cash transaction began to be implemented at Investment and One-Stop Service of Kebumen Regency on January 2, 2018 with the issuance Of Kebumen Regent Regulation Number 72 of 2018 concerning Implementation Non-Cash Transaction in Receiving and Payments at the Kebumen Regency Government. The implementation of Non-Cash Transaction is expected to realize the principles of good governance, namely accountability, transparency, effectiveness, and efficiency because all transaction can be carried of quicky, accurately, and in real time so that reporting can be presented on time. Implementation of Non-Cash Transaction using Bank Jateng’s Cash Management System (CMS). Researchers use research methods in the form of interviews, observation, literature study and documentation.
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ABSTRAK
Transaksi non tunai mulai diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tanggal 2 Januari 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai diharapkan dapat mewujudkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparan, efektif, dan efisien karena semua transaksi dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan real time sehingga pelaporan dapat disajikan tepat waktu. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai menggunakan Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Peneliti menggunakan metode penelitian berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.
Kata kunci: implementasi, transaksi non tunai, good governance
1. PENDAHULUAN
Good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan warganya sehingga seluruh lembaga dan aparat di bawahnya mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tidak hanya melibatkan satu pihak saja melaikan terdapat tiga pihak yang harus bekerjasama yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengambil kebijakan dan keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pihak swasta memiliki peran untuk mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. 
Dalam upaya mewujudkan good governance pemerintah senantiasa memperbarui peraturan dan kebijakan untuk diterapkan dan dilaksanakan, salah satunya dengan mewajibkan adanya penerapan transaksi non tunai pada setiap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah, dalam pasal 283 ayat (2) mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Presiden mengeluarkan Instruksi  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kemudian pada tanggal 17 April tahun 2017  Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang transakasi pembayaran non tunai pada pemerintah Kabupaten/ Kota. 

Menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut, Bupati Kebumen mengeluarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemeritah Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Desember 2017, peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2018, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021. Saat ini transaksi baik penerimaan maupun belanja daerah tidak hanya dilakukan secara tunai saja tetapi juga difasilitasi dengan instrumen non tunai yang lebih mudah dan ekonomis. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu  (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Pembayaran non tunai dilaksanakan untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel. 
Di Kabupaten Kebumen terdapat dua puluh enam organisasi perangkat daerah, dua puluh enam kecamatan dan sebelas kelurahan yang sudah menerapkan transaksi non tunai sejak taanggal 1 Januari 2018, salah satu diantaranya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pelaksanaan transaksi non tunai Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan Bank Jateng Cabang Kebumen dengan melakukan kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan transakasi non tunai baik penerimaan maupun belanja daerah. Pelaksanaan transaksi non tunai dalam penerimaan daerah menggunakan cek, anjungan tunai mandiri, e-money, setoran tunai melalui teller dan pemindahbukuan. Sedangkan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pembayaran belanja daerah dapat dilaksanakan  dengan menggunankan Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan surat kuasa pemindahbukuan.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen selaku Bendahara Umum Daerah telah melakukan sosialisasi Paraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada seluruh pihak terkait. Selain melakukan sosialisasi, BPKAD juga melakukan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai pada tahun sebelumnya guna melihat kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan transaksi non tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung Paraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan Good Governance Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksnaaan transaksi non tunai mampu mewujudkan good governance dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yang saat ini sudah melaksanakan penerimaan dan pembayaran belanja daerah dengan menggunakan Cash Management System (CMS) yang bekerja sama dengan Bank Jateng Cabang Kebumen dengan judul ANALISIS IMPLEMEMNTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN).
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang menyangkut seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. (Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia).

2.2 Transaksi Non Tunai

Menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Noor 70 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dimaksud transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, Electronic Data Capture, Cash Management System atau sejenisnya dan virtual account.

2.3 Good Governance

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP) tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara dalam semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga–lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. 
Berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:
a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dengan biaya terjangkau.
b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.
d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat , mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Indrakila No. 10 Kebumen, Jawa Tengah. Adapun alasan yang mengiringi peneliti untuk memfokuskan penelitian mengenai implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan good governance pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan dinas yang menangani pelayanan publik sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat sangat diperlukan.
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka      mencapai tujuan penelitian. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini  adalah data primer dan data sekunder.
Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan langsung diberikan kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono:2016). Data primer dalam penelitian ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan responden atau informan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer (Sugiyono:2016).  Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari beberapa literatur yang terkait dengan tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian, seperti buku, jurnal, peraturan-peraturan dan berbagai informasi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan wawancara, pengamatan, studi pustaka, dokumentasi dan internet searching.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Pengelolaan Keuangan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menggunakan FMIS (Financial Management Information System). FMIS dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam percepatan transfer data efisiensi  penghimpunan data meliputi data pembangunan, keuangan, dan kinerja daaerah tingkat nasional untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebijakan pengawasan nasional yang memerlukan integrasi antar aplikasi dan antar unit organisasi. Aplikasi ini dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. FMIS merupakan sistem yang mencakup berbagai hal mengenai pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi. Semua kegiatan mulai dari penganggaran hingga pelaporan terdapat dalam aplikasi ini, pembukuan bendahara baik penerimaan maupun pengeluaran dan berbagai proses pengelolaan keuangan mulai permintaan uang, pencairan uang dan penyetoran uang serta termasuk pembuatan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
4.2 Pembukuan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Pembukuan yang dilakukan oleh pengelola keuangan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

a. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai berikut:

1) Pembukuan yang dilakukan berbasis akrual.

2) Input dari pembukuan tersebut adalah dokumen pembayaran yang syah.

3) Proses pembukuan dimulai dari pencatatan dokumen sumber pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

b. Pembukuan LS Pihak Ketiga sebagai berikut:

1) Bendahara pengeluaran menerima SP2D LS dari kuasa BUD. 

2) Bendahara pengeluaran sebesar nilai yang tercantum dalam SP2D di BKU pada kolom debet dan kredit karena SP2D LS tidak mempengaruhi saldo kas bendahara pengeluaran

c. Pembukuan Pencairan Uang dari Bank sebagai berikut:
1) Pembukuan dilakukan saat bendahara melakukan pencairan uang ke bank melalui cek giro. 

2) Pencatatan pada buku kas umum pada kolom debet dan kredit karena tidak mempengaruhi mutasi. 

3) Pencatatan juga dilakukan pada buku pembantu bank pada kolom kredit karena mengurangi saldo kas bank dan dicatat pada buku pembantu kas tunai pada kolom debet karena menambah saldo kas tunai.

d. Pembukuan Pembayaran Kepada Rekanan/ Pihak Ketiga sebagai berikut:

1) Pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran membayarkan tagihan kepada rekanan/ pihak ketiga. 

2) Pencatatan sesuai jumlah yang dibayarkan pada buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku pembantu persediaan pada kolom kredit karena mengurangi saldo kas bendahara

e. Pembukuan Pembayaran Pajak

1) Pembukuan dilakukan saat bendahara membayarkan pajak atas tagihan-tagihan surat pertanggungjawaban. 

2) Pembayaran pajak dicatat pada kolom debet dan kredit karena tidak mempengaruhi saldo kas bendahara pengeluaran, nilai pajak tersebut sudah termasuk didalam tagihan belanja dalam buku kas umum dan pada kolom kredit pada buku pembantu kas dan buku pembantu pajak

4.3 Analisa Good Governance dari Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Penerapan dan pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja pemerintah sangat membantu dalam mewujudkan prinsip good governance terutama dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya transaksi non tunai diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dengan adanya transaksi non tunai ini juga diharapkan dapat menekan tingkat korupsi yang mungkin terjadi di pemerintah daerah.

a. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas memiliki arti dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya transaksi non tunai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pemerintahan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh tentang penerapan transaksi non tunai yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, transaksi non tunai merupakan salah satu program untuk mewujudkan akuntabilias pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang ingin dicapai dari pelaksnaan transaksi non tunai adalah penggunaan APBD yang sesuai dan tepat sasaran serta akuntabel. 

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dapat tersaji secara real time dimana saldo akhir dalam pembukuan dapat dicocokkan dengan saldo rekening koran. Bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa dengan adanya transaksi non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas dimana seluruh transaksi dapat ditelusuri secara cepat karena tercatat dalam sistem CMS. Dengan didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dapat disajikan secara cepat dan tepat.

b. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan memiliki arti pengelolaan keuangan lebih transparan dengan adanya jejak digital bukti transfer yang terekam oleh pihak perbankan. Sehingga aliran uang dapat terlihat dengan jelas sumber dan arah tujuannya. 

Transaksi non tunai yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Kebumen menggunakan aplikasi CMS dilaksanakan secara berjenjang sesuai otorisasinya berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 107 Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Bendahara Pengeluaran sebagai operator untuk transaksi sampai dengan dua puluh lima juta rupiah.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai checker untuk transaksi lebih dari dua puluh lima juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah.

3) Pengguna Anggaran sebagai eksekutor untuk transaksi lebih dari empat puluh juta rupiah sampai lima puluh juta rupiah.

c. Efektif dan efisien

Berdasarkan informasi dari Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen, pelaksanaan transaksi non tunai jauh lebih efektif dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara tunai. Sebelum menerapkan transaksi non tunai, Bendahara Pengeluaran harus menyiapkan cek giro dan meminta persetujuan Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana ke Bank. Proses pencairan cek ke bank juga memerlukan waktu yang cukup lama karena harus ke bank dan mengantri. Selain itu risiko keamanan membawa uang tunai juga cukup besar.

Dengan adanya penerapan transaksi non tunai, Bendahara Pengeluaran tidak perlu lagi ke bank dan  dapat melaksanakan transaksi pembayaran dari tempat kerja sehingga waktu bekerja dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Dari segi kecepatan dan ketepatan penyerapan anggaran juga lebih efektif karena pembayaran belanja daerah dapat dilakukan dengan tepat waktu. 

Pembayaran non tunai juga dapat dilihat dari sisi penerimaan APBD. Pos penerimaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP meliputi pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi dan pendapatan Penerimaan Kekayaan Daerah. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap retribusi tersebut sangat efektif dan efisien karena dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, dan aplikasi perbankan lainnya. Bendahara Penerimaan tidak lagi menerima fisik uang sehingga lebih aman karena masyarakat langsung membayar ke rekening kas umum daerah.

4.4 Kendala Implementasi Transaksi Non Tunai
Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pelaksanaan implementasi non tunai pada dasarnya tidak terlalu banyak. Sumber daya manusia dan struktur organisasi yang dimiliki khususnya pengelola keuangan cukup memadai untuk mendukung proses implementasi transaksi non tunai. Personil yang menangani transaksi non tunai bisa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan sistem serta unsur pimpinan juga sangat mendukung sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan. Adapun kendala yang terkadang dihadapi lebih ke hal-hal teknis misalnya pada saat bendahara pengeluaran melaksanakan transaksi non tunai sistem perbankan mengalami gangguan. Selain itu untuk rekanan/ pihak ketiga yang tidak memiliki rekening bank sesuai bank persepsi, transaksi dibatasi hanya sampai jam 12 siang sehingga untuk transaksi yang belum diproses sebelum jam 12 siang baru bisa diproses pada hari berikutnya.

5 KESIMPULAN
Kesimpulan yang diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Transaksi non tunai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diterapkan sejak Januari 2018 sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017. Alat yang digunakan untuk pelaksanaan transaski non tunai adalah Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Pihak- pihak yang mendapatkan otorisasi untuk menggunakan CMS adalah Bendahara Pengeluaran sebagai operator, Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai cheker dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sebagai eksekutor.

b. Pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan Financial Management Information System (FMIS) dari BPKP. Dengan sistem ini Bendahara Pengeluaran mencatat seluruh transaksi kas masuk dan kas keluar pada buku kas umum dan membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan.

c. Transaksi non tunai belum seratus persen diterapkan karena ada beberapa belanja yang dikecualikan. Namun demikian pelaksanaan implementasi transaksi non tunai dianggap suatu keberhasilan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif, dan efisien karena dengan transksi non tunai, semua transaksi tercatat secara sistematis dan real, pembayaran tanpa melalui perantara, dan pencatatan dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu.
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